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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tesis ini, dapatlah diambilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara pemerintah meminimalkan berita bohong (hoax) diantaranya dengan; Pertama,

menerbitkan UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Th.2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, membentuk Jejaring
Komunikasi. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah juga
membentuk jejaring komunikasi melalui aplikasi whatsapp, facebook, twitter,
instagram dan lain-lain, Ketiga, menginisiasi Gerakan bersama anti hoax dengan
komunitas masyarakat yang selama ini konsen dengan penangkalan penyebaran hoax.
Keempat, Dikeluarkan Inpres No. 9 Thn. 2015 tentang Pengelolaan Komunikas
Publik, Kelima, Merekrut tenaga Humas Pemerintah pada th.2015,
Keenam,Membangun portal jaringan pemberitaan pemerintah, Ketuju, Membangun

portal aduan konten. Kedelapan, Membentuk tim sinergi aparatur sipil Negara.

. Dalam hukum Islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang hoax di media

sosial, dianalogikan dengan hukum memfitnah dimana pelaku dikenakan ta’zir dan
jika pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dalam ta’zir dilihat dari segi dasar
hukum pelaku yang sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) baik jenis
maupun sanksinya belum ditentukan oleh syari’. Pelaku (tindak pidana) mendapat
hukum ta’zir berupa hukuman penjara terbatas, dan hukuman penjara tidak terbatas.
Pelaku yang mendapat hukuman penjara tidak terbatas, terhukum terus di kurung

sampai menampakkan tobat dan baik pribadi atau sampai ia mati.



3. Pelaku penyebar berita hoax di Indonesia melanggar UU RI No. 19 Th. 2016 dalam
pasal 45A diberi sanksi kepada pelaku penyebar berita bohong (hoax) hukuman
pidana paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Juga
pada pasal 45B , pelaku pngirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dipidana paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tuju ratus lima puluh

juta rupiah

Saran yang perlu dikemukakan antara lain :
1. Kepada masyarakat.

Sebaiknya penerima berita atau masyarakat mengklarifikasi (tabayyun)
terlebih dahulu dari berita yang diterima. Jangan menerima atau menshare berita apa
adanya, yang belum tentu benar berita tersebut.

2. Kepada pemerintah.
Aparat pemerintah (kominfo atau menkominfo) dan masyarakat bekerjasama

memberikan informasi yang benar kepada semua pengguna dan penyampai berita.

3. Kepada peneliti selanjutnya.
Dengan selesainya penelitian ini, harapanya dapat digunakan sebagai bahan
pengetahuan selanjutnya. Fokus penelitian ini adalah berita bohong (hoax) yang
sedang berkembang di masyarakat , ditinjau dari hukum Islam dan UU RI No0.19 Thn

2016 .



